MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI BAGI DOKTER, DOKTER
GIGI, BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN, GURU GARIS
DEPAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN TENAGA HARIAN
LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
MENJADI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Nawacita dan
mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional, khususnya di sektor pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan serta peningkatan ketahanan
pangan diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
berkualitas dan jumlah yang tepat di lingkungan
Pemerintah Daerah, dilakukan penetapan kebutuhan
Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara nasional di

kedua sektor tersebut;



Mengingat

bahwa untuk mengisi kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan Guru Garis Depan, Penyuluh Pertanian, dan
Bidan dalam suatu Instansi Pemerintah Daerah perlu
diselenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara,;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Kebutuhan Dan
Pelaksanaan Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan Pegawai
Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Dan Tenaga
Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian
Pertanian Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767);



Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peratuaran Pemerintah Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI  TENTANG PENETAPAN
KEBUTUHAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI BAGI DOKTER,
DOKTER GIGI, BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN
KESEHATAN, GURU GARIS DEPAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN, DAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN MENJADI
CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

(1) Penetapan kebutuhan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan
Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis
Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
Kementerian Pertanian Menjadi Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Keputusan Menteri.



(3) Pelaksanaan Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan
Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis
Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
Kementerian Pertanian Menjadi Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis pelaksanaan
Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Pegawai Tidak
Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tenaga Harian
Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian
Pertanian Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli

2016.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1030
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,
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